
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 407 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah 6 Tahun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017, sebagai landasan operasional, Gubernur menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan, 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017; 

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana 
Pembangunan dan Penganggaran Terpadu; 

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perencanaan 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas : 

Pendapatan: 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 
b. Dana Perimbangan 	Rp 

c. Lain-lain Pendapatan 	Rp 
Daerah Yang Sah 
Jumlah Pendapatan 

2. 

3. 

Belanja: 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 	Rp 	20.140.729.686.251,- 
2) Belanja Bunga 	Rp 	49.226.437.819,- 3) Belanja Subsidi 	Rp 	3.234.116.847.884,- 
4) Belanja Hibah 	Rp 	1.458.036.810.329,- 
5) Belanja Bantuan Sosial 	Rp 	2.499.348.722.000,- 
6) Belanja Bagi Hasil 	Rp 	 0,- 7) Belanja Bantuan 	Rp 	348.804.149.960,- 

Keuanga.n 
8) Belanja Tidak Terduga 	Rp 	325.484.193.686,- 

Rp 

Rp 
Rp 
Rp 

Rp 

28.055.746.847.929,- 

35.556.556.457.667,- 
63.612.303.305.596,- 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 	Rp 	3.066.783.557.689,- 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 	16.608.666.978.677,- 
3) Belanja Modal 	Rp 	15.881.105.921.301,- 

Jumlah Belanja 
Surplus/(Defisit) 

Pembiayaan: 
a. Penerimaan 	 Rp 	7.725.828.000.000,- 
b. Pengeluaran 	 Rp 	6.579.654.897.958,- 

(1.146.173.102.042,-) 

1.146.173.102.042,- Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,- 

Menetapkan : 

41.488.193.370.554,- 
18.770.211.233.000,- 

2.207.725.600.000,- 

Rp 62.466.130.203.554,- 
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Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal .3 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal $ 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah yang ditetapkan 
dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 30 Desember 2016 

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

Diundangkan di Jakarta 
	 SUMARSONO 

pada tanggal 30 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

SAEFULLAH 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2016 NOMOR 61047 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KH US IBUKOTA JAKARTA, 

YYA YUHANAH 
NIP 196508241994032003 
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